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genda Nasional tahun 2004 - 2009 Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 
terdiri atas : 1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, dengan 
fokus penanganan penyelesaian masalah konflik horizontal, 
penanggulangan terorisme, dan penanggulangan aktivitas ilegal; 2) 
mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dengan fokus 
penanganan penguatan Institusi Kejaksaan Agung, penyelesaian kasus-

kasus korupsi, dan melanjutkan reformasi birokrasi; 3) mewujudkan Indonesia 
yang sejahtera, dengan fokus penanganan perbaikan iklim investasi, menjaga 
stabilitas ekonomi makro, dan penanggulangan kemiskinan. 
 
 Adapun Agenda Nasional yang berkaitan secara langsung dengan 
kehutanan adalah:  1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai dengan 
fokus penanganan penanggulangan aktivitas ilegal di bidang kehutanan, antara 
lain pemberantasan pencurian kayu, perdagangan satwa liar, perambahan 
kawasan hutan; 2) mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dengan fokus 
penanganan perbaikan pelayanan umum dan ketataprajaan yang baik,  iklim 
investasi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat sekitar 
hutan dengan menggerakan sektor riil dan revitalisasi pertanian, perikanan dan 
kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui revitalisasi sektor kehutanan 
khususnya industri kehutanan, perlindungan konservasi sumber daya alam, serta 
rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 
 
 Untuk melaksanakan agenda nasional, Departemen Kehutanan telah 
menetapkan visi pembangunan kehutanan, yakni "Terwujudnya 
penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian  hutan  dan 
peningkatan  kemakmuran rakyat".   Misi  yang ditetapkan meliputi:   1) menjamin  
keberadaan  hutan  dengan luasan yang cukup dan sebaran yang  proporsional; 
2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi 
fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan 
untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang 
dan lestari; 3) meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); 4) 
mendorong peranserta masyarakat; 5) menjamin distribusi manfaat yang 
berkeadilan dan berkelanjutan; dan 6) memantapkan koordinasi antara Pusat 
dan Daerah. 
 
 Selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah 
tersebut Departemen Kehutanan menetapkan Lima Kebijakan Prioritas 2005-
2009 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-VII/2004 
tentang Lima Kebijakan Prioritas yang isinya : 1) pemberantasan  pencurian  
kayu  di hutan negara  dan perdagangan  kayu  ilegal;   2) revitalisasi sektor 
kehutanan khususnya industri kehutanan; 3) rehabilitasi dan konservasi sumber 
daya hutan; 4) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar 
kawasan hutan; dan 5) pemantapan kawasan hutan. 

Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Departemen Kehutanan untuk 
tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati 
(SDAH) secara lestari yang tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap 
perekonomian Nasional, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan. 



Langkah ini diharapkan selain meningkatkan peran produksi hasil hutan 
bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP) dan jasa lingkungan juga dapat 
mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil 
sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.  

Sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan kehutanan, lima 
kebijakan prioritas tersebut dilaksanakan melalui fokus-fokus kegiatan, 
diantaranya pengembangan hutan tanaman, pengembangan hutan rakyat, 
restukturisasi industri kehutanan, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan 
kayu (non timber forest product/NTFP), pengembangan jasa lingkungan dan 
wisata alam, rehabilitasi hutan dan lahan, serta peningkatan kinerja pengelolaan 
hutan alam dan hutan tanaman, disamping tetap melaksanakan perlindungan 
dan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan 
sumber daya hutan.  Sedangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, 
pendekatan pengelolaan hutan diselenggarakan melalui pola pemberdayaan 
masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan 
kehutanan.  

Pembangunan kehutanan tahun 2008 dituangkan dalam suatu Rencana 
Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan tahun 2008 dan  
merupakan penjabaran Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 
dalam bentuk rencana tahunan Departemen Kehutanan.  

Renja-KL Departemen Kehutanan tahun 2008 juga sudah terintegrasi 
dengan Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan, Renstra Departemen 
Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), dan Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) tahun 2008, mengingat dalam penyusunan Renja KL tersebut dilakukan 
pengelompokan kegiatan berdasarkan unsur-unsur kebijakan prioritas, sasaran 
dan indikator strategis, program penganggaran, serta tetap memperhatikan 
kegiatan-kegiatan pokok yang telah ditetapkan.    
 





�			(
�
	#$ 	�
�


�			(
�
	#$ 	�
�


�			(
�
	#$ 	�
�


�			(
�
	#$ 	�
�
				
	

esuai dengan Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 
(Penyempurnaan), Visi dan Misi Departemen Kehutanan merupakan 
penjabaran mandat sektor kehutanan yang tertuang dalam Undang 
Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU lainnya 
yang berkaitan dengan kehutanan. 
 

 
VISI  
 
“Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian 
Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat”. 
 

Adapun sasaran strategis pencapaian visi jangka menengah Departemen 
Kehutanan (2005-2009) sebagai berikut: 

1. Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang didukung oleh 
stakeholders dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 
mendorong pelestarian sumber daya hutan ;  

2. Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal ; 

3. Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun 
minimal 1 (satu) unit pegelolaan hutan di setiap Provinsi ; 

4. Penambahan pembangunan hutan tanaman sehingga mencapai seluas 5 juta 
ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta ha ; 

5. Pembentukan 21 unit Taman Nasional model ; 

6. Revitalisasi dan pengembangan hutan rakyat terutama diluar pulau Jawa ; 

7. Revitalisasi 282 DAS prioritas agar berfungsi secara optimal ; 

8. Pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu dan jasa lingkungan 
secara komersial ; 

9. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3–10 % dan pendapatan 
masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 3-4 % per tahun ; 

10. Pengukuhan kawasan hutan seluas 12 juta ha; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISI 

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang 
proporsional; 

2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi 
fungsi konservasi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan 
sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; 

3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); 

4. Mendorong peran serta masyarakat; 

5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan; 

6. Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah dalam pembangunan 
kehutanan. 
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Pelaksanaan pembangunan kehutanan dimaksudkan untuk 
mensukseskan agenda nasional Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang 
diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip good governance dan clean 
government.  Prinsip tersebut diwujudkan melalui penguatan 
pengawasan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam 
penerapannya, Departemen Kehutanan memperhatikan proses 

desentralisasi yang dibarengi proses debirokratisasi dan deregulasi, serta 
peningkatan kerjasama antar sektor, Pusat dan Daerah, para pihak dan 
kerjasama luar negeri. 

Kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai dengan bulan 
Desember 2006 merupakan realisasi dari implementasi Lima Kebijakan Prioritas 
Departemen Kehutanan nomor SK.456/Menhut/2004 yang merupakan 
penyempurnaan dari Keputusan Menteri Kehutanan No. 7501/Kpts-II/2002 
tanggal 7 Agustus 2002.  Realisasi tersebut terlihat pada pencapaian sasaran 
dari kebijakan prioritas yang telah ditetapkan, seperti diuraikan sebagai berikut :  

�� Pemberantasan  Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan 
Kayu Ilegal 

1. Operasi pengamanan hutan, berupa : operasi fungsional dan operasi 
gabungan di 32 BKSDA, 34 BTN, 32 Dinas Kehutanan Provinsi; serta 
operasi OHL-I 2006 menghasilkan 451 kasus di Prop. NAD, Sumut, 
Jambi, Kalimantan Tengah Jateng dan Jatim. 

2. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, berupa : Diklat 
SPORC Angkatan II Tahun 2006 sejumlah 298 orang; Penyegaran Polhut 
100 org  di Pusat dan 1.066 org di 36 UPT, pelatihan PPNS sejumlah 40 
org SPORC dan 20 orang Polhut Reguler seta penyegaran PPNS 121 
orang di UPT; pembentukan Forum Asosiasi Polsus dan PPNS bekerja 
sama dengan POLRI cq. Biro Binpolsus dan PPNS Mabes Polri, serta 
Badan, Departemen, atau Lembaga yang membawahi Polsus dan PPNS; 
pembuatan dan penyebaran poster dan banner serta pemasangan pada 
tempat-tempat strategis; serta pengadaan  speed boat patroli 11 m : 7  
unit; Pembangunan  barak Polhut; Pengadaan senjata api 200 pucuk; 
Pengadaan amunisi senjata api 75.000 butir; Pegadaan radio RIG: 200 
unit utk 37 UPT; Pengadaan Radio HT : 200 unit utk 10 prop; Pengadaan 
HP Satelit : 20 unit utk 10 prop; Pengadaan binokuler: 48 unit utk 10 prop 
; Pengadaan kantong tidur untuk SPORC : 600 unit utk 11 prop; 
Pengadaan kendaraan roda-2: 20 unit utk SPORC10 prop; Pengagaan 
seragam SPORC dan kelengkapannya  950 stel dan  Penertiban Senjata 
api : 10 unit 

3. Penyelesaian kasus hukum bidang kehutanan, berupa :  penanganan 
kasus tindak pidana kehutanan: Illegal logging sebanyak 352 kasus 
(P21=74 kasus, vonis = 41 kasus), Perambahan sebanyak 45 kasus (P21 



= 24 kasus, vonis = 5 kasus), Tumbuhan Satwa Liar (TSL) sebanyak 35 
kasus (P21 = 3 kasus, vonis = 5 kasus), PETI sebanyak 10 kasus (P21 = 
2 kasus); pembentukan pengamanan hutan swakarsa di 27 UPT ( Balai 
TN  dan BKSDA); Kerjasama dengan Mabes Polri melalui OHL-I 2006 di 
7 provinsi  yaitu NAD, Sumut, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kal-bar 
dan Kalimantan Tengah,  dan OHL II-2006 di 6 propinsi, yaitu : Sumatera 
Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan 
Tengah,  termasuk dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK); pelelangan sejumlah 142.512,36 m3 dan 2.196 
batang senilai Rp. 146.224.618.262,79 ; sosialisasi dan konsolidasi 
tindak lanjut Inpres No. 4/2005 internal Dephut di Pusat dan Daerah; 
sosialisasi tindak lanjut Inpres No. 4/2005 kepada Dubes Indonesia dan 
beberapa Duta Besar Negara sahabat Indonesia di Yogyakarta; serta 
sosialisasi tindak lanjut Inpres No. 4/2005 kepada peserta Diklat Sespim 
Polri di Lembang Bandung. 

4. Penyusunan RUU Pemberantasan Pembalakan Liar dan penyusunan 
draft Menteri Kehutanan tentang Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan 
Yang Dibebani Hak serta draft Permenhut tentang Penanganan Barang 
Bukti Hasil Kejahatan Kehutanan yang merupakan tindak lanjut 
pelaksanaan PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.  

5. Menggalang kerjasama dengan negara-negara konsumen kayu serta 
LSM nasional dan internasional dalam pemberantasan pencurian kayu 
dan perdagangan kayu illegal. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam 
forum ASEAN; forum kerjasama  Ekonomi Sub Regional, yaitu BIMP-
EAGA (Brunai, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asia Growth Area) 
dan IMT-GT (Indonesia, Malaysia, thailand Growt Triangle); Kerjasama 
regional kontemporer yaitu AFP (Asia Forest Partnership) dan EA-FLEG 
(East Asia FLEG) forum Asian Forest Partnership (AFP), (FLEGT), serta 
kerjasama bilateral dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan 
Norwegia. 

�� Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan 

1. Penyiapan prakondisi dan pembentukan unit pengelolaan, berupa:  
redesign/penataan hutan produksi seluas 16,9 juta hektar di Provinsi 
Riau, Maluku Utara dan Irian Jaya Barat dan penyediaan 21 unit 
IUPHHK-HT dan 8 unit IUPHHK-HA untuk dilelang, sedangkan yang telah 
dilaksanakan pelelangan sebanyak 8 unit IUPHHK; penertiban pemberian 
ijin pertambangan, perkebunan di hutan produksi; penyusunan rencana 
makro pemanfaatan hutan produksi; promosi investasi; penyempurnaan 
penyusunan penilaian pengesahan RKUPH-HA dan HT melalui 
penerbitan Permenhut No.P.6/Menhut-II/2007 dan P.9/Menhut-II/2007; 
penyempurnaan permohonan IUPHHK-HA/HT melalui Permenhut 
No.P.19/Menhut-II/2007 dan P.20/Menhut-II/2007. 

2. Pengembangan hutan tanaman meranti di hutan alam (Pembangunan 
Model Unit Manajemen Hutan Meranti), berupa : penyusunan manual 
teknologi manipulasi lingkungan di 4 lokasi/Provinsi Sumbar, Kalbar, 
Kalsel dan Kaltim; penyediaan bibit koffco sebanyak 120.000 batang; 
pengkayaan tegakan seluas 7.000 hektar dan penyusunan rancangan 
kelembagaan unit manajemen di 4 lokasi Provinsi Sumbar (PT. Inhutani 
IV), Kalsel (PT. Inhutani II), Kalbar (PT. Inhutani II), dan Kaltim (PT. ITCI). 



3. Pembangunan HTI : Renstra 2005-2009 seluas 5 juta ha dimana tanaman 
pokok direncanakan sebesar 70% atau seluas 3,5 juta ha, dan terealisasi 
2005-2006 seluas 426.221,81 ha.  Namun bila diperhitungkan kumulatif 
realisasi tanaman sejak 1990-2006 seluas 3,57 juta ha.1  Lambatnya 
pembangunan hutan tanaman sejak tahun 1999-2000 antara lain 
disebabkan berhentinya pendanaan pembangunan HTI dari Dana 
Reboisasi, ekses otonomi daerah.  Pembangunan HT di Indonesia 
memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sektor kehutanan.  
Investasi di HT saat ini diperkirakan lebih dari 50% dari keseluruhan 
investasi di bidang kehutanan.  Pada periode 1996-2003, 73% dari 
pertumbuhan kapasitas industri pulp dunia merupakan kontribusi dari tiga 
negara saja, yaitu Brazil, Indonesia, dan China,meskipun kapasitas 
industri pulp dari ketiga negara tersebut bersama-sama hanya 10% dari 
total kapasitas industri pulp dunia.  Untuk IUPHHK hutan tanaman 
sebanyak 106 unit wajib melakukan program percepatan pembangunan 
hutan tanaman melalui deliniasi makro dan mikro, telah   melakukan : 

a. telah mengajukan proses deliniasi makro dan mikro sebanyak 51 unit 
pemegang IUPHHK-HT, dengan luas areal konsesi yang masih 
berupa hutan alam (logged over area) seluas 0,75 juta ha. 

b. belum mengajukan proses deliniasi makro dan mikro sebanyak 55 
unit pemegang IUPHHK-HT, dengan luas areal konsesi yang masih 
berupa hutan alam (logged over area) seluas 1,06 juta ha. 

 
Dari areal seluas 1,81 juta ha hutan alam tersebut, diharapkan seluas 
0,78 juta ha atau 43% akan dikembangkan untuk pembangunan hutan 
tanaman, dan sisanya seluas 1,03 juta ha atau 57% dipertahankan 
sebagai kawasan konservasi dalam penataan ruang unit HTI. 
Pada 2007 untuk program pembangunan HTR tlah diterbitkan Permenhut 
P.23/Menhut-II/2007 dan pembentukan Lembaga Keuangan (BLU/Pusat 
Pembiayaan Pembangunan Hutan) dengan Peraturan Menteri kehutanan 
No.P.31/Menhut-II/2007. 

4. Pembinaan kelembagaan usaha pemanfaatan hutan, berupa : penilaian 
kinerja (sertifikasi mandatory) terhadap IUPHHK-HA sebanyak 103 unit 
(berkinerja baik dan sedang 55 unit) dengan luas 5.692.879 ha dan 
IUPHHK-HT sebanyak 24 unit ( berkinerja baik 12 unit, sedang 9 unit, 
buruk 3 unit). Adapun sertifikasi voluntary sebanyak 6 unit IUPHHK-HA 
dan 1 unit IUPHHK-HT; penerapan sistem perencanaan silvikultur intensif 
(SILIN) pada 25 unit manajemen IUPHHK. 

5. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan serta pengendalian 
peredaran hasil hutan,  berupa : penyempurnaan kebijakan Tata Usaha 
Kayu melalaui Penerbitan Permenhut P.51/Menhut-II/2006 tentang Surat 
Keterangan Asal Usul Hasil Hutan dari Hutan Hak/Hutan Rakyat dan 
P.55/Menhut-II/2006 tentang PUHH; pembangunan On-line system 
PUHH-PSD-DR di Kaltim, Kalsel dan Kalteng; kerjasama    Bar-code 
system dengan JICA; pelatihan Penguji  Hasil Hutan sebanyak 5.412 

                                                 
1 Target sejak 1990 sampai dengan tahun 2009 seluas 9 juta ha dimana tanaman pokok seluas 70 % atau 6,3 
juta Ha, sisanya 30% terdiri dari sarpras 5% (450.000 ha), tanaman unggulan 5% (450.000 ha), tanaman 
kehidupan 10% (900.000 ha), areal konservasi 10% (900.000 ha). Dalam Renstra-KL 2005-2009 ditargetkan 5 
juta ha (bagian dari 9 juta ha 1990-2009).  Adapun realisasi tanaman pokok HTI sampai dengan 2006 seluas 
3,1 juta Ha. Selain tanaman pokok terealisasi tanaman campuran seluas 470.000 ha. Dengan demikian 
tanaman yang belum terealisasi sampai dengan tahun 2009 seluas 4 juta Ha diluar HTR 5,4 juta ha. 



orang; Pengawas Penguji Hasil Hutan sebanyak 1.595 Orang, pelatihan 
Lurah/Kepala Desa penerbit SKAU sebanyak 1.020 orang;   pengumpulan 
data produksi hasil hutan kayu non kayu;  dan penertiban/pemantauan 
peredaran hasil hutan illegal di 21 Provinsi; Pembinaan dan penertiban 
industri hasil hutan, berupa : Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer 
Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas di atas 6.000 m3/tahun pada 
tahun 2006 = 66 unit atau total IUIPHHK sampai dengan 2006 yang telah 
diperbaharui dengan kapasitas di atas 6.000 m3 sebanyak 141 unit, 
dengan tenaga kerja yang diserap sebanyak 77.313 orang, Izin Usaha 
IPHHK baru sebanyak 4 unit (plywood 1 unit, veneer 2 unit, wood chip 1 
unit) dengan investasi Rp 489,670 milyar dengan menyerap tenaga kerja 
4.715 orang; Persetujuan prinsip dalam rangka IUIPHHK baru sebanyak 8 
unit dengan investasi Rp 371,29 milyar dengan menyerap tenaga kerja 
sebanyak 6.045 orang. Adapun yang dalam proses persetujuan prinsip 
sebanyak 12 unit dengan investasi Rp 514,79 milyar menyerap tenaga 
kerja 2.968 orang; Dalam proses izin perluasan IPHHK sebanyak 13 unit 
dengan tambahan investasi sebesar Rp 237,643 milyar dengan tambahan 
tenaga kerja 5.449 orang. Dengan demikian untuk proses izin baru dan 
perluasan diarahkan pada kayu hutan rakyat, HTI dan peremajaan 
perkebunan; Dengan demikian total investasi dan penyerapan tenaga 
kerja di sub sektor industri primer hasil hutan kayu sebesar Rp 1,75 trilyun 
dan sebanyak 21.343 orang; RPBBI yang telah disahkan/disetujui pada 
tahun 2006 153 unit dari jumlah usulan 172 perusahaan IPPHK sebesar 
40.059.719,21 m3; Penilaian kinerja untuk tahun 2006 belum 
dilaksanakan mengingat dalam proses akreditasi assesor oleh Dephut 
bekerja sama dengan LEI. Adapun jumlah yang sudah dinilai oleh LPI 
periode 2004 s/d 2005 berjumlah 84 perusahaan dengan nilai sangat baik 
3 perusahaan, baik 27 perusahaan, cukup 17 perusahaan, buruk 37 
perusahaan; Jumlah ekspor sampai dengan September 2006 untuk panel 
kayu volume 2,23 juta m3 dengan nilai devisa US$ 941,99 juta dan untuk 
kayu olahan (wood working) sejumlah 1,43 juta m3 dengan nilai devisa 
US$ 779,83 juta; Pada periode ekspor tahun 2006 nilai panel kayu 
mengalami peningkatan US$ 422/m3 dari US$ 366/m3 pada tahun 2005. 
sedangkan wood working mengalami peningkatan dari US$ 533/m3 pada 
tahun 2005 menjadi US$ 543/m3;  

Untuk menciptakan kepastian hukum di industri telah dilakukan 
pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) 
kapasitas produksi di atas 6.000 m3/tahun yang telah diterbitkan sampai 
dengan tahun 2006/2007 total Pembaharuan IU-IPHHK yang telah 
diterbitkan sebanyak 143 unit dengan total tenaga kerja yang terserap 
yaitu 164.878 orang. 

6. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berupa : 
Penyegaran Petugas Penagih iuran kehutanan dan Optimalisasi PNBB, 
penerimaan PSUDAH, DR dan IUPHHK. Tunggakan PSDH dan DR pada 
2006 sebesar Rp 75.497.869.317,87 (untuk PSDH) dan DR Rp 
18.525.609.991,80 dan US$ 26,018,532.96 dengan total Rp 
335.995.835.837,67 (kurs APBN US$ 1 = Rp 9.300,-). Khusus untuk 
PSDH bila dibandingkan tahun 2005 sebesar Rp 95.122.863.645,79 telah 
terjadi penurunan tunggakan sebesar Rp19.624.994.327,92 atau secara 
total telah terjadi penurunan tunggakan pada 2005 sebesar Rp 
415.162.711.131,06 menjadi Rp 335.995.835.837,67 = Rp 
79.166.875.293,39. Artinya dengan harga kayu yang membaik akibat 



berjalannya pemberantasan illegal logging, ada beberapa perusahaan 
mulai aktif bekerja dan beberapa perusahaan mulai mampu membayar 
kewajibannya secara bertahap.  Adapun tunggakan PSDH dan DR tahun 
2006 sebagian telah diajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat 
dispensasi angsuran pembayaran, yaitu sebanyak 40 (empat puluh) 
perusahaan dengan jumlah tunggakan : 

 
a. PSDH : Rp 41.151.965.497,35 
b. DR       : Rp   1.233.127.891,72 dan US$ 14,605,690.24 
 
Upaya peringatan untuk penunggak IHPH/Iuran IUPHHK/PSDH dan DR 
adalah sebagai berikut : 
a. Sebanyak 2 (dua) perusahaan HPH/IUPHHK penunggak kewajiban 

IHPH/IIUPHHK, sejumlah Rp 8.748.375.000,- , dan segera dibatalkan 
izin IUPHHK-nya. 

b. Sebanyak 9 (sembilan) perusahaan penunggak PSDH dan DR 
sebesar Rp 31.343.842.539,26 (PSDH) dan DR sebesar Rp 
9.444.880.214,92 dan US$ 13,487,477.64 dan segera dibatalkan 
izinnya. 

 

7. Pengembangan hasil hutan non kayu, berupa : fasilitasi kelembagaan 
usaha kegiatan PUMSHP di 29 provinsi/lokasi; pembuatan model usaha 
hasil hutan non kayu di 29 provinsi; pembinaaan Kelembagaan kelompok 
tani di 31 provinsi; serta penyusunan rencana pengembangan aneka 
usaha hasil hutan bukan kayu sebanyak 1 judul dan fasilitasi 
pembangunan model PHBM di 4 provinsi.  Pengembangan hasil hutan 
non kayu, berupa : pengembangan unit-unit usaha ekonomi masyarakat 
sekitar hutan di 30 Provinsi dan pembangunan model pengelolaan hutan 
produksi bersama masyakat di 5 Provinsi. 

8. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan, berupa : sosialisasi pola 
kerjasama pemanfaatan pariwisata alam, 4 kali/lokasi; asistensi Rakor 
regional pariwisata alam di 2 lokasi/provinsi; koordinasi penyelesaian 
masalah pengusahaan pariwisata alam sebanyak 2 kali/regional; 
penyusunan 2 buku pedoman bidang jasa lingkungan dan wisata alam; 
konsultasi publik jasa lingkungan dan wisata alam sebanyak 2 kali/region; 
evaluasi pengusahaan pariwisata alam sebanyak 4 kali; pembinaan, 
Bintek dan supervisi pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan 
dan wisata alam di 22 lokasi serta Monitoring Evaluasi jasa lingkungan di 
10 lokasi. 

9. Dalam rangka meningkatkan arus penanaman modal bidang kehutanan, 
telah dilakukan Joint Study Group dan negosiasi dalam kerjasama 
perdagangan Indonesia-Jepang (IJ-EPA) dan negosiasi dalam sidang 
Non Agriculture Market Access (NAMA) dan Committee on Trade and 
Environment (CTE) dalam hal penurunan tarif dan gagasan mengenai 
eliminasi tarif sektoral. 

�� Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 

1. Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, berupa : penyusunan 
draft peraturan dan perundangan Konservasi Tanah; reklamasi hutan, 
dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan 



dalam rangka socfor; penyusunan data lahan kritis pada DAS prioritas di 
31 wilayah BP DAS; penyusunan Rencana Nasional RHL seluas 700.000 
Ha; evaluasi kinerja dan program bidang RLPS di 38 provinsi; serta 
penyempurnaan sistem informasi RHL terpadu serta evaluasi 
perkembangan pelaksanaan  RHL di 33 provinsi. 

2. Melanjutkan upaya pemulihan hutan dan lahan melalui kegiatan 
GERHAN (GN-RHL). dengan capaian sbb. : Pengurangan lahan kritis 
seluas 1,497 juta Ha dari total luas lahan kritis 77.806.880,78 ha seluruh 
Indonesia, Penyerapan tenaga kerja bagi 3.000.000 KK (Pro Job) yang 
tersebar di seluruh Indonesia, Menggerakan ekonomi pedesaan , Melalui 
penerimaan upah tenaga kerja  masyarakat pelaksana Gerhan (Pro 
Poor), Pemberdayaan masyarakat (kelompok tani) dalam rangka 
pengembangan dan pertumbuhan (Pro Growth) 

3. Sebagai upaya pelibatan LSM atau organisasi non pemerintah dalam 
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dilakukan kegiatan Gerakan 
Penanaman Swadaya. Hasil yang telah dicapai antara lain: Dilakukan 
kerja sama dengan mitra dan ormas dalam rangka RHL di 33 Propinsi, 
Telah disepakti 28 kerjasama bersama Ormas dan Perguruan Tinggi, 
Untuk kerjasama yang disepakati tahu 2006, telah dilaksanakan 
launching penanaman dengan 7 Ormas yang difasilitasi melalui kegiatan 
penghijauan lingkungan pada program Gerhan, Sampai saat ini sudah 
ditanam 1,5 juta bibit tanaman hutan dan buah-buahan oleh massa 
ormas pada 8 propinsi. 

4. Pengembangan Kelembagaan RHL, berupa pembentukan Balai 
Pengelolaan Mangrove dan evaluasi kinerja dan program RHL di 33 
provinsi. 

5. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan), 
berupa : pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah seluas 256.604 Ha di 33 
Provinsi; pengadaan bibit kegiatan penghijauan lingkungan (batang) 
sebanyak 4.800.000 bibit; penyusunan Pedoman GN-RHL sebanyak 3 
Judul dan RTT GN-RHL/Gerhan 2007 (kegiatan); pelaksanaan 
rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai di provinsi NAD dan 
Sumatera Utara baru seluas 3.144 Ha; serta pembentukan 2 BP 
Mangrove  dan satu paket SIM Mangrove. 

6. Pengembangan Perbenihan, berupa penyusunan kebijakan teknis 
(standar dan kriteria), 3 judul, pelatihan (pengelolaan dan pembangunan 
konservasi sumberdaya genetik tanaman hutan, pengelolaan dan 
pembangunaan persemaian mangrove, pengembangan usaha, sertifikasi 
mutu benih dan bibit, penilaian mutu bibit dan seed for people), sebanyak 
180 orang, pertemuan Temu Forum Lembaga Sertifikasi Benih dan Bibit 
Tanaman Hutan, 1 kali, pengembangan kelembagaan usaha perbenihan 
sebanyak 2.200 perusahaan pengada/pengedar benih/bibit, Pertemuan 
Forum Komunikasi Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan Indonesia 
dan  Temu Usaha Perbenihan, masing-masing 1 kali, penyebarluasan 
informasi  perbenihan tanaman hutan pameran (2 kali) dan leaflet serta 
pengembangan database sumber benih di 6 BPTH, pembangunan 
sumber benih di 57 lokasi/6 BPTH, penyusunan Rekomendasi teknis 
pengelolaan sumber benih tanaman langka di 6 BPTH serta 
pembangunan persemaian masyarakat untuk seed for people di 6 
wilayah BPTH. 



7. Pengembangan Pengelolaan DAS, berupa penyusunan pedoman 
pengelolaan DAS (2 Judul), dan Pedoman pelaksanaan pengembangan 
kelembagaan pengelolaan DAS (1 judul) dan Penyusunan Informasi 
Umum DAS Prioritas I di Pulau Jawa serta Penyusunan Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) RLPS di 38 UPT Ditjen RLPS, pembinaan teknis 
pengelolaan DAS di 30 SWPDAS, penyusunan Peta Lahan Kritis 
Indonesia dan Peta Kerawanan DAS di Pulau Jawa dan Evaluasi DAS 
daerah bencana alam di 15 BPDAS, serta Penyempurnaan Pola/RTL 
RLKT DAS/Sub DAS di 16 wilayah BPDAS, koordinasi pengelolaan DAS 
berbantuan luar negeri yang dilaksanakan Pemda  di 10 Provinsi, 
pelaksanaan teknis pengelolaan DAS bagi petugas, Pembinaan dan 
koordinasi di 19 forum DAS serta pembentukan 29 Forum DAS dan 
pembentukan areal model DAS Mikro dan areal model rencana seluas 
1.259 Ha pada 31 BPDAS.  

8. Pengendalian kebakaran hutan dan koordinasi antar sektor dalam 
pengendalian kebakaran hutan berupa :  pemantauan hotspot harian di 
20 provinsi dan pengadaan satu unit Modis, supervisi dan pembinaan 
SPBK di 29 Daops, Kalibari AWS di 29 unit dan Cooching clinis SPBK 
dengan melibatkan 58 orang, Apel Siaga Nasional dan Bimbingan teknis 
pencegahan dankar bagi siswa SLTA dan Guru SLTA terhadap 640 
orang, pemadaman oleh Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) luas 
16.553 Ha, identifikasi areal bekas kebakaran hutan di 5 lokasi, pelatihan 
mekanik pompa, TOT dan Manejemen DAOP untuk 94 orang dan 
terbentuknya Regu Brigdalkarhut di Lampung, Jawa dan Bali sebanyak 
15 regu serta penambahan peralatan untuk UPT non DAOPS sebanyak 
24 paket dan dukungan operasional perbaikan peralatan dalkarhut di 7 
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9. Peningkatan Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, berupa : 
supervisi penyelesaian usulan rencana pengelolaan di 41 KPA/ KSA dan 
Asistensi penyusunan rencana pengelolaan di 31 KPA/KSA; penetapan 
Evaluasi progres di 45 zona/ blok dan telah terlaksana di 16 zona/blok; 
pengembangan lahan basah di 6 lokasi kegiatan Marine Haritage Site; 
Supervisi  dan Evaluasi Implementasi Teknis Kerjasama dengan LSM 
bidang LBKLEE; evaluasi pelaksanaan ijin pinjam pakai untuk kegiatan 
non konservasi di 17 KSA/ KPA; serta penyelesaian permasalahan 
kegiatan non kehutanan di 17 KSA KPA dan masalah tumpang tindih. 
��	�� ��	��	� ����� � +�	��#�#��	� *�����	� *�	��!5����  �#�#��� +�#��
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10. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, berupa : 
peningkatan Nilai tambah produk dan pelayanan prima TSL; penyusunan 
harga patokan TSL dan Review tentang PNBP TSL (Realisasi 
2.748.362.616); pembinaan pengedar TSL dalam rangka pengendalian 
dan penangkaran TSL di 10 lokasi; pembinaan Lembaga Konservasi 
dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan TSL di 2 lokasi; pembinaan 
Penangkar dan Pengedar TSL (Asosiasi) di 10 lokasi; monitoring dan 
evaluasi kondisi ekosistem  TWA, Tahura, dan TB di 4 lokasi; serta 



penyusunan Atlas Tipe Ekosistem Lahan Basah ( Karst, Danau, Gambut) 
di 6 lokasi KPA dan KSA. 

11. Pemantapan peraturan perundangan bidang KSDAHE, berupa 
penyusunan konsep RPP bidang KSDAHE, 7 judul; serta penyusunan 
konsep Permenhut/Kepmenhut bidang KSDAHE. 

12. Perencanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan bidang PHKA, 
berupa : penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan bidang 
PHKAtahun 2007 serta evaluasi dan pengendalian kegiatan 
pembangunan bidang PHKA tahun 2006; evaluasi terpadu pembangunan 
kehutanan bidang PHKA; Monitoring dan evaluasi pembangunan 
kehutanan bidang PHKA per Regional Sumatera di 12 lokasi; evaluasi 
kinerja program kegiatan UPT tahun 2005 di 10 lokasi; pemantauan 
pelaksanaan pembangunan bidang PHKA di 10 lokasi; evaluasi kinerja 
program Dalkarhut tahun 2002-2004 di 5 lokasi; Evaluasi kinerja program 
pengembangan daerah penyangga di 10 lokasi; 90 tenaga KSDAHE 
tingkat dasar; bendahara pengeluaran 48 orang ;66 orang  tenaga PEH; 
47 tenaga penjenjangan; 50 tenaga Pengelola Proyek; 33 tenaga 
pengelolal barang dan 48 bendahara pengeluaran hasil penyegaran. 

�� Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan 
Hutan. 

1. Pengembangan Perhutanan Sosial, berupa : Temu usaha dan pelatihan 
usaha dalam rangka pasca illegal logging, 2 kali; penyusunan rencana 
HKm/Socfor dan areal kerja Sosfor dan rencana teknik (AKSF dan RTSF) 
seluas 73.000 Ha, rencana dan pembinaan kelembagaan HKm/Socfor/ 
Perhutanan Sosial di 18 BPDAS, Data Base Perhutanan Sosial sebanyak 
31 daerah, draft kebijakan teknis pengembangan kelembagaan usaha 
sebanyak 3 Judul, serta pedoman pengembangan energi alternatif 
sebanyak 3 judul; penyediaan 96 orang tenaga terlatih di bidang 
monitoring partisipatif, kelembagaan Perhutanan Sosial dan SIM bagi 
aparat BPDAS; pengembangan hutan rakyat/agroforestry dalam rangka 
ketahanan pangan seluas 5.875 Ha, hutanan tanaman sumber energi 
alternatif (kayu bakar) seluas 3.100 Ha dan hutan tanaman jarak pagar 
3.050 Ha; serta penyusunan Strategi Peningkatan SDM Perhutanan 
Sosial. 

2. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan, berupa : 
identifikasi potensi produksi dan pasar hasil hutan bukan kayu; 
penyusunan data dan informasi kelembagaan masyarakat di 5 provinsi; 
penyusunan data perkembangan aneka usaha hasil hutan kayu dan 
bukan kayu di 12 provinsi. 

3. Merancang rumusan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap 
kawasan hutan, berupa : peyusunan  Rencana Teknik Pembangunan 
model socfor pada kawasan HP SF di 8 lokasi; dan pembentukan Forum 
Sosfor di 13 Provinsi; Pelatihan aparatur Pusat dan pelaksana BPDA-S, 1 
angkatan serta berkembangnya Hkm/Sosfor seluas 4.550 Ha. 

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola SDA dan LH di Pusat dan 
Daerah, termasuk  lembaga masyarakat, berupa : pemantapan 
kelembagaan penyuluhan kehutanan kegiatan di 31 provinsi; penyegaran 
tenaga penyuluhan kehutanan sebanyak 3.360 orang; penyebaran 
Majalah Penyuluhan Kehutanan sebanyak 6 edisi; penyelenggaraan 



Pameran dan Pengembangan 11 Materi Media Cetak; Pengembangan 
Percontohan Pemberdayaan Masyarakat di 5 lokasi; Dialog Penyuluhan 
Kehutanan Multipihak sebanyak 4 kali; forum pemberdayaan FKKPK di 6 
provinsi dalam rangka Berkembangnya FKKPK; serta sinkronisasi 
pelaksanaan kegiatan pembinaan lingkungan dan pengendalian 
kerusakan lingkungan di 5 kabupaten. 

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA dan 
Lingkungan Hidup, berupa : pengembangan kelompok masyarakat 
Produktif Mandiri, Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), 
lomba kegiatan berbasis kehutanan dan Himpunan Pelestarian Hutan 
Andalan (HPHA) di 33 provinsi; penyelengaraan Lomba Penghijauan dan 
Konservasi Alam di 33 prop dan Temu Karya Pemenang Lomba; 
Pendampingan KMPM/KUP dan SPKP, 118 kelompok; Pelatihan 
Pengelolaan SPKP dan PKSM, 4 angkatan; Pelatihan Penyuluh 
Pendamping KUP/SPKP, 2 angkatan; pengembangan desa model di 
sekitar kawasan konservasi; penyusunan data perkembangan 
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan MDK di 19 KSA, KPA non 
TN model; Koordinasi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan 
konservasi se Jawa Bali dan pemberdayaan masyarakat di 6 lokasi; 
Kampanye peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA 
dan LH; penyusunan pedoman master plan, model ekonomi produktif, 
sistim insentif, kriteria dan indikator, serta Rencana pengembangan 
pemberdayaan masyarakat dan PNBP sebanyak 4 judul. 

6. Pembentukan forum-forum DAS sebagai wadah koordinasi stakeholder 
yang independen dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS di 33 
Propinsi di Indonesia 

7. Fasilitasi bagi 105 Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP) dan 
205 Kelompok Usaha Produktif (KUP), pada 2007 Dephut akan 
menfasilitasi 120 KUP/SPKP. 

 

�� Pemantapan kawasan hutan 

1. Pengukuhan kawasan hutan, berupa : rekonstruksi Tata Batas Kawasan 
Hutan dengan realisasi sebanyak 3.421 km tata batas; penataan Batas 
Kawasan Hutan dengan realisasi pelaksanaannya sepanjang 862 km; 
serta penyusunan konsep penetapan kawasan hutan yang sudah ditata 
batas temu gelang pada 79 kelompok. 

3. Pemetaan Kawasan hutan berupa pemasangan jaringan titik kontrol 
kehutanan. 

4. Penyiapan prakondisi pembentukan unit KPH, berupa : penyusunan 4 
draft penetapan Kriteria dan Standart KPH dan Sosisalisasi 
pembangunan KPH di 3 provinsi; penyusunan 1 paket data base 
pembangunan KPH; Koordinasi pembangunan KPH model di 6 lokasi dan 
Koordinasi pembangunan KPH di 6 lokasi; serta penyusunan rancang 
bangun KPH di 3 provinsi dan penyusunan rancang bangun KPH di satu 
lokasi. 

5. Dalam rangka pemantapan pemanfaatan kawasan hutan, pada tahun 
2006 telah dilakukan pembangunan KPH Model sebagai bentuk awal 



KPH di 6 lokasi. Selanjutnya, pada tahun 2007 akan dilanjutkan sebanyak 
13 unit. 

6. Pembentukan KPHP, berupa : pembentukan rancangan Pembentukan 
KPHP di 28 KPHP; serta penyusunan Rancangan Penetapan KPH di 7 
provinsi. 

6. Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan, 
berupa : kajian terpadu perubahan fungsi dan status kawasan hutan di 16 
lokasi dan Evalusi pelepasan Kawasan Hutan untuk budidaya 
perkebunan di 19 kawasan; pengkajian 10 permasalahan pelepasan 
kawasan hutan; serta penyelesaian 21 permohonan dan evaluasi 
penyelesaian masalah tukar menukar areal kawasan hutan dan  
terkoordinasinya pelepasan dan pencabutan 5 SK pelepasan kawasan 
hutan  

7. Pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses 
penataan ruang,   penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan 
hutan, berupa penyusunan Model Penataan ruang dalam rangka 
pemantapan kawasan hutan di satu provinsi. 

8. Penyusunan data SDA hutan, berupa : penyusunan rekalkulasi 
penutupan lahan 2005 (penafsiran 2002-2003); updating web; Dephut 
Pengembangan aplikasi database pendukung website; pemasangan LAN 
(realisasi 264 jaringan); pengembangan intranet (realisasi 2 jaringan); 
peningkatan Bandwidth (realisasi 512 kbps); pelatihan SIAPHUT 3 kali; 
Statistik Industri hasil hutan dan Statistik Ekspor-Import Kehutanan; 
penyusunan 3 sistem TN Model dan Asistensi dan evaluasi 10 SDM UPT 
yang telah magang di PIKA; Editing dan Digitasi  Peta Tematik Kawasan 
Konservasi dan Pengembangan 3 tematik kehutanan; penyusunan Peta 
Dasar Tematik Kehutanan (rencana 200; realisasi 284; Data potensi 
tegakan hutan; penerbitan 6 Publikasi Statistik Kehutanan; penyusunan 
Buku Analisa sektor NTFP; pemetaan kegiatan rehabilitasi dan 
konservasi dengan teknologi inderaja; pemantauan kegiatan rehabilitasi 
dan konservasi dengan teknologi inderaja; serta sosialisasi aplikasi 
pengelolaan database dan asistensi pengembangan database KSDAHE 
rencananya diadakan di 66 UPT  

9. Penyusunan neraca sumber daya alam nasional dan neraca lingkungan 
hidup, berupa : penyusunan NSDH di 30 provinsi serta Peta Potensi SDH 
di 3 provinsi. 

�� Kebijakan pendukung 

1. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas 
pemerintah dan pemerintah daerah.  

2. Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan 
kehutanan regional 

3. Pengembangan ketata usahaan pemerintah dan pengelolaan sarana dan 
prasarana Dephut. 

4. Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan 

5. Pembinaan Hukum Perundangundangan Kehutanan 

6. Penelitian dan pengembangan IPTEK 



7. Pengkajian dan Penerapan Hasil Litbang 

8. Pengembangan SDM dan kelembagaan  

9. Penyelenggaraan kepegawaian  

10. Kerjasama kemitraan bidang konservasi SDA dan LH serta penerapan 
konvensi internasional  

11. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi bidang 
Kehutanan 

12. Penyelenggaraan Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan 

13. Penyusunan rencana kehutanan  

14. Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan 

15. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian 
internasional baik di tingkat Pusat maupun Daerah. 

 






(�	
(�	
(�	
(�	)�,
*$)$ 	"-
1-
�$�	�$%& 		.//2)�,
*$)$ 	"-
1-
�$�	�$%& 		.//2)�,
*$)$ 	"-
1-
�$�	�$%& 		.//2)�,
*$)$ 	"-
1-
�$�	�$%& 		.//2!!!!.//3.//3.//3.//3				

				
ada kurun lima tahun (2005-2009) sumber daya hutan berupa kayu yang 
berasal dari hutan alam untuk sementara tidak lagi menjadi andalan 
perekonomian nasional, paling tidak untuk jangka waktu sepuluh sampai 
dua puluh tahun ke depan. 

Produksi kayu dari hutan alam yang selama ini merupakan hasil hutan 
yang utama akan dikurangi secara bertahap. Sementara itu, untuk mengimbangi 
penurunan kegiatan akibat penurunan produksi kayu, Pemerintah akan 
mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.  
Seiring dengan itu produksi kayu dari hutan tanaman (HTI) terus ditingkatkan.  

Penetapan Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan 2005-2009 
pada dasarnya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Lima Kebijakan 
Prioritas pada tahun-tahun sebelumnya yang sampai dengan tahun 2007 belum 
tuntas dilaksanakan. Kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pemberantasan pencurian kayu  di hutan negara dan perdagangan kayu 
illegal; 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk : 

a. Menegakan moral, tatanan sosial maupun bernegara dan berbangsa. 

b. Menegakkan kepastian  hukum di bidang kehutanan. 

c. Mendorong iklim usaha di bidang kehutanan secara sah dan benar 

d. Meningkatkan partisipasi berbagai pihak serta masyarakat dalam 
mendukung pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan 
maraknya perdagangan kayu illegal. 

e. Menjamin keberadaan hutan sebagai modal pembangunan. 

 

2. Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya revitalisasi industri kehutanan; 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk : 

a. Mendorong pertumbuhan sektor kehutanan sebesar dan industri 
kehutanan sebesar 2% sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi 
nasional sebesar 6% pada akhir tahun 2009 melalui upaya peningkatan 
ekspor dan investasi baru (pro-growth). 

b. Menciptakan lapangan kerja baru sebagai bagian dari pengurangan 
pengangguran nasional sebesar 50% pada tahun 2009 melalui 
bergeraknya sektor kehutanan di perkotaan / industri perkayuan (Pro-
job). 

c. Mengurangi kemiskinan masyarakat di dalam / sekitar hutan sebagai 
bagian dari pengurangan kemiskinan secara nasional sebesar 50% 
pada tahun 2009 melalui pembangunan hutan tanaman rakyat, 
pemberdayaan masyarakat di dalam/sekitar hutan (PHBM/pengelolaan 
hutan bersama masyarakat dan HRPK/Hutan Rakyat Pola Kemitraan) 
(Pro-poor). 



d. Mewujudkan pengelolaan pemanfaatan hutan lestari sebagai bagian 
perbaikan kualitas lingkungan hidup menuju Indonesia (Pro-
Environment). 

3. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan; 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk : 

a. Menjaga dan memelihara keutuhan ekositem hutan dan fungsinya 

b. Mempercepat pemulihan hutan dan lahan kritis, termasuk rehabilitasi 
hutan mangrove dan hutan pantai. 

c. Meningkatkan daya dukung lingkungan lokal, nasional dan global 

d. Meningkatkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat. 

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara hutan dan 
berusaha di sektor kehutanan 

f. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

g. Meningkatkan dan menjaga daya dukung DAS 

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;  

Kebijakan ini dimaksudkan untuk : 

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan. 

b. Meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan hutan. 

c. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. 

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kelestarian 
hutan 

e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan  masyarakat sekitar 
hutan 

5. Pemantapan Kawasan Hutan ; 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk : 

a. Menjamin keberadaan kawasan hutan dan penutupan hutan. 

b. Menjamin berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai 
pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 

c. Menjamin intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan. 

d. Menjamin kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan  dari hutan. 

6. Kebijakan Pendukung 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk: 

a.    Menjamin terselenggaranya proses desentralisasi pembangunan 
kehutanan yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
dan pengelolaan hutan lestari   

b.    Menjamin ketersediaan rencana-rencana kehutanan yang menjadi 
acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan. 

c.    Menjamin kesinambungan Litbang IPTEK. 

d.    Menjamin keberlanjutan pengembangan SDM. 



e.    Menjamin kesinambungan monitoring evaluasi pengendalian dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan. 

Dalam rangka formulasi kegiatan-kegiatan kehutanan yang terintegrasi 
dan benar-benar mendukung kebijakan prioritas dan sasaran-sasaran strategis 
yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan pencapaian sasaran dan indikator 
tahunan yang akan dicapai sebagai bentuk penjabaran sasaran strategis yang 
telah ditetapkan.  Identifikasi terhadap sasaran dan indikator ini sekaligus untuk 
mensinkronkan dengan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP). 

Dalam kaitan dengan pembangunan sektor kehutanan, kegiatan-kegiatan 
pokok Renja-KL Departemen Kehutanan, tertampung dalam 10 program yang 
terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008, yaitu : 

1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, 
dengan tujuan : 

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas 
pembangunan dan pelayanan umum terhadap masyarakat, serta 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja 
pemerintahan. 

2. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, 
dengan tujuan : 

Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, 
pengembangan perencanaan dan administrasi keuangan, pengembangan 
SDM dan administrasi kepegawaian, pembinaan hukum dan organisasi, 
pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dan investasi, pembinaan 
informasi kehutanan, pengendalian pembangunan kehutanan, serta 
pembinaan standarisasi dan lingkungan. 

3. Program Pendidikan Kedinasan, dengan tujuan : 

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan diklat, 
pengembangan tenaga kediklatan, pengembangan organisasi dan institusi 
kediklatan, serta pengembangan sarana dan prasarana kediklatan dibidang 
kehutanan. 

4. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, dengan tujuan : 

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kehutanan dalam 
rangka mendukung peningkatan pengelolaan hutan produksi, 
pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan DAS dan 
rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan kawasan yang dilindungi dan 
pelestarian keragaman hayati, pengembangan hutan rakyat dan hutan 
kemasyarakatan, serta peningkatan budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK).   

5. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, dengan tujuan : 

Meningkatkan koordinasi dengan aparatur penegak hukum (Kepolisian, 
Kejaksaan, dan Kehakiman) untuk menanggulangi pencurian kayu pada 
kawasan hutan negara dan   praktek-praktek penyelundupan kayu ke luar 
negeri, serta menyeret pelakunya sampai ke pengadilan. 

6. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan (SDH) , 
dengan tujuan : 



- Meningkatkan kinerja pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman agar 
dapat memproduski hasil hutan hususnya hasil hutan kayu secara 
lestari, meningkatkan produksi hasil hutan non kayu, serta meningkatkan 
kinerja industri perkayuan agar lebih efisien dan mampu bersaing di 
pasar internasional. 

- Mewujudkan prakondisi pengelolaan hutan yang mantap melalui 
pengukuran, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan sehingga 
memiliki status hukum dan pengakuan dari masyarakat di lapangan, 
serta menyiapkan unit-unit pengelolaan hutan sesuai fungsinya guna 
mendukung pengelolaan hutan lestari. 

7. Program Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan tujuan : 

Meningkatkan perlindungan, dan pengendalian kebakaran hutan, 
pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya, 
pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta 
perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan kawasan konservasi dalam 
rangka optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, 
peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan keanekaragaman 
hayati dan ekosistem, serta menguatkan data, informasi, dan kerangka 
regulasi pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya. 

8. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, dengan tujuan : 

Meningkatkan penutupan hutan pada lahan kritis yang tersebar di 282 DAS 
prioritas, meningkatkan lapangan kerja dalam pembangunan hutan rakyat 
dan hutan kemasyarakatan/perhutanan sosial; meningkatkan usaha 
perbenihan oleh koperasi dan UKM, serta meningkatkan dukungan 
kabupaten di daerah hulu dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan 
dan lahan. 

9. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH, dengan 
tujuan : 

Menyiapkan data dan informasi SDH yang lengkap, akurat, terkini baik 
spatial maupun bukan spatial bagi kepentingan pengambilan kebijakan dan 
perencanaan pembangunan kehutanan. 

10. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH, dengan 
tujuan : 

- Meningkatkan pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan, 
pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan, serta pengembangan 
jaringan kerja dan kemitraan penyuluh kehutanan. 

- Mewujudkan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan 
dan ekosistemnya, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat 
dalam pengelolaan hutan dan ekosistemnya. 

 

 

 

 



Selanjutnya untuk menyelaraskan antara program dalam RKP dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada matrik keterkaitan dibawah ini. 

 

KEBIJAKAN  PRIORITAS  

PROGRAM 
Pemberan-
tasan pen-
curian kayu 

di hutan 
negara dan 

perda-
gangan kayu 

illegal 

Revitalisasi 
sektor 

kehutanan 
khususnya 

industri 
kehutanan 

Rehabilitasi 
dan 

konservasi 
SDH 

Pemberdayaa
n ekonomi 

masyarakat di 
dalam dan 

sekitar hutan 

Pemantapan 
kawasan 

hutan 

Kebijakan 
pendukung 

Peningkatan 
pengawasan dan 
akuntabilitas 
aparatur negara 

- - - - - V 

Penyelenggaraan 
pimpinan dan 
kenegaraan dan 
pemerintahan 

- - - - - V 

Pendidikan 
kedinasan - - - - - V 

Penelitian dan 
pengembangan 
ilmu pengetahuan 
dan teknologi 

- - - - - V 

Pemantapan 
Keamanan Dalam 
Negeri 

V - - - - - 

Pemantapan 
Pemanfaatan 
potensi SDH 

- V - V V - 

Perlindungan dan 
konservasi SDA V - V - - - 

Rahabilitasi dan 
pemulihan 
Cadangan SDA 

- - V - - - 

Peningkatan 
kualitas dan akses 
informasi SDA dan 
LH 

- - - - V V 

Pengembangan 
kapasitas 
pengelolaan SDA 
dan LH 

- - - V - V 
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engacu pada Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan Tahun 
2005-2009 yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan 
kehutanan tahun 2008 dengan kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain:  
 

A. Pemberantasan  pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu 
illegal : 

1. Berkembang dan terkendalinya sistem penatausahaan hasil hutan; 

2. Berkembangnya sistem sertifikasi dan pengujian hasil hutan; 

3. Terwujudnya optimalisasi PNBP dari hasil hutan kayu sehingga 
meningkat 5 %; 

4. Penyusunan  peraturan Menteri Kehutanan sebagai penjabaran PP 
45/2004;  

5. Penyusunan standard operasional dan prosedur bidang perlindungan 
hutan; 

6. Terselenggaranya operasi pengamanan kawasan hutan di propinsi rawan 
(Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Sulsel, Papua dan 
Papua Barat ); 

7. Terbentuknya Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia (IPKI) di 5 propinsi; 

8. Terlaksananya perekrutan dan pelatihan SPORC sebanyak 300 orang 
pada 11 Brigade; 

9. Terlaksananya perekrutan POLHUT sebanyak 400 orang untuk 16 BTN 
baru; 

10. Terlaksananya pembentukan dan pelatihan PAMSWAKARSA. 

11. Berkembangnya sarana dan prasarana perlindungan hutan; 

12. Terselenggaranya koordinasi antar aparat penegak hukum secara 
nasional; 

B. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan : 

1. Terselenggaranya pengelolaan hutan produksi 4 juta ha di Sumut, Riau, 
Kalbar, Kalteng, Kaltim; 

2. Terbentuknya hutan tanaman seluas 500.000 ha (HTI seluas 300.000 ha 
dan HTR seluas 200.000 ha); 

3. Terselenggaranya pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam 
sebanyak 30 unit IUPHHK di 5 propinsi (Kaltim, Papua Barat, Kalteng, 
Papua, Maluku Utara); 

4. Terwujudnya pemolaan industri primer hasil hutan; 

5. Terselenggaranya pengembangan dan diversifikasi produk olahan bahan 
baku IPHHK 



6. Pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan 

�� Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 

1. Pengembangan sumber benih, informasi perbenihan, pengelolaan 
peredaran benih dan kelembagaan usaha perbenihan di 6 wilayah Balai 
Perbenihan Tanaman Hutan. 

2. Terselenggaranya rehabilitasi kawasan hutan di DAS prioritas seluas 
1.700.000 ha. 

3. Penyusunan rencana pengelolaan 9 Taman Nasional Model dan 
pengesahan rencana pengelolaan  9 Taman Nasional Model. 

4. Penyusunan standar kriteria pengelolaan KSA/KPA/TB dan HL 

5. Penataan zonasi di 200 unit kawasan konservasi 

6. Penguatan Kapasitas kelembagaan pengendalian kebakaran Hutan 

7. Penerapan sistem informasi peringatan dini di 29 daerah operasi 

8. Patroli pemadaman baik secara dini, darat dan udara di 29 daerah 
operasi 

9. Pelaksanaan monitoring perkembangan areal bekas kebakaran di 15 
lokasi 

10. Pengelolaan jenis dan genetika 

11. Pembinaan, penangkaran dan peredaran TSL 

12. Pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam 

�� Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. 

1. Pembuatan Hutan Rakyat Kemitraan seluas 500.000 ha di 12 Propinsi 

2. Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti usaha 
bambu, sutera alam, pelebahan, jarak pagar, kayu bakar, rotan  di 14 
provinsi  

3. Penyusunan peraturan tentang pengelolaan kawasan penyangga di 
sekitar kawasan konservasi 

4. Pengembangan model desa konservasi di 79 UPT PHKA (8 BBTN, 8 
BBKSDA, 42  BTN  dan 19 BKSDA) 

5. Pengembangan model pengelolaan hutan kemasyarakatan di 15 Propinsi 
dan Social Forestry di 18 provinsi 

�� Pemantapan kawasan hutan 

1. Pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi SDH 

2. Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spatial dan non spatial 

3. Pembuatan, pengadaan dan penyempurnaan data dasar dan tematik 
kehutanan 

4. Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT 

5. Penataan batas kawasan hutan sepanjang 10.000 Km 



6. Penunjukan kawasan hutan di provinsi Riau dan KepRi, Kalteng termasuk 
kawasan PLG dan KHDTK 

7. Penetapan kawasan hutan seluas 6 juta ha 

8. Penyusunan pengaturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan 

9. Fasilitasi penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan 

10. Pengaturan kembali perubahan peruntukan (status dan fungsi kawasan 
hutan) 

11. Pengembangan kebijakan pembangunan KPH 

12. Perencanaan strategis dan operasional pembangunan KPH 

13. Fasilitasi implementasi pembangunan KPH 

14. Pembangunan sistem pengendalian KPH 

�� Kebijakan pendukung 

1. Penyusunan rencana-rencana pembangunan kehutanan sesuai skala 
jangka waktu, skala wilayah, dan skala fungsi hutan. 

2. Kajian perumusan kebijakan yang mendukung implementasi rencana 
kehutanan 

3. Monitoring dan evaluasi rencana, pelaksanaan rencana, kebijakan, 
program, kegiatan dan kinerja pembangunan kehutanan 

4. Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan 

5. Penyusunan, penyempurnaan kebijakan/peraturan perundang-undangan 
kehutanan 

6. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan hutan regional 

7. Penyelenggaran pengadaan/ pembangunan sarana dan prasarana 

8. Pengembangan kepegawaian (penguatan kapasitas SDM) 

9. Terselenggaranya pengembangan DIKLAT Kehutanan yang 
menghasilkan SDM kehutanan handal. 

10. Peningkatan ketataan penyelenggara aparatur negara 
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egiatan-kegiatan pembangunan kehutanan pada dasarnya dirancang 

sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pokok yang tertuang dalam 

Renstra Departemen Kehutanan  Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), 

serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Nasional 2004-2009, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 

2008 termasuk di dalamnya Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2008 yaitu:   

1) Peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja;   

2) Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Perdesaan;  

3) Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi; 

4) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan;  

5) Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; 

6) Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;  

7) Penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam 
negeri;  

8) Penanganan bencana, penguatan resiko bencana dan peningkatan 
pemberantasan penyakit menular.  

Berdasarkan program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2005-2009, pembangunan kehutanan terkait 

dengan 10 program, yakni :  1) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas 

aparatur negara; 2)  Penyelenggaraan pimpinan dan kenegaraan dan 

pemerintahan;  3) Pendidikan kedinasan;  4) Penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi;  5) Pemantapan Keamanan Dalam Negeri;  6)  

Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH;  7) Perlindungan dan konservasi SDA;  

8)  Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA;  9) Peningkatan kualitas dan 

akses informasi SDA dan LH;  dan 10) Pengembangan kapasitas pengelolaan 

SDA dan LH. 

Disamping itu kegiatan-kegiatan pokok pembangunan kehutanan juga 

diarahkan untuk menunjang Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan. 

Disamping itu, pada tahun 2008 Departemen Kehutanan juga diharapkan dapat 

memfokuskan kegiatan pembangunan pada kawasan hutan di wilayah 

perbatasan negara dan pada kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di 

Kalimantan Tengah.  Adapun kegiatan-kegiatan pembangunan Departemen 

Kehutanan secara lengkap disusun dalam matrik kegiatan Renja-KL Departemen 

Kehutanan Tahun 2008 yang dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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ebagaimana diuraikan di atas bahwa untuk mencapai sasaran strategis 

pembangunan kehutanan lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen 

Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), kegiatan-kegiatan 

penyusunan pada Renja KL Departemen Kehutanan Tahun 2008, kegiatan-

kegiatan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan.  Untuk itu penyusunan Renja KL Departemen Kehutanan 

tahun 2008 dilaksanakan sesuai dengan alur pada gambar 1.   

Kegiatan pokok dan indikator sebagaimana yang tertera pada Renstra-KL 

Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), secara terinci diuraikan pada lampiran 

dokumen ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur penyusunan kegiatan Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 

2008.
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